PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNiS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan

Mengingat : 1.

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masycrakat serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka
dipandang perlu dilakukan penataan kembali terhadap
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Halmahera
Tengah (Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3420) ;

." Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubchan

Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3890) ;
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10.

1.

'-'-'*’Lemburcm Negc:ra Repubhh Indonesla Nomor 3895)

Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluhu Tenggara Barat (Lembaran Negara

.A_Republlh lndonesla Tuhun 1999 Nomor 174, Tambahan-:

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4262) ;

Lindang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

:*‘Undang = Undang - Nomoer -~ 1 Tahun 2004 tentang .
a.l--;i__Perbendaharaan Negara ;. f_=_':--.‘-;:~ A

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan
Negara ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438) ;

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Rl Tahun
2007 Nomeor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4723) ;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Rl Tahun 2007
Nomor 67) ;

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan KB (Lembaran Negara
Rl Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 5080) ;
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19.

20.

21.

24,

‘Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20t tentang

Pembentukan :Peraturan Perundang - undangan
. (Lembaran ‘Negara Rl Tahun. 2011 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5233).1

Undang~—-_ i _ndcmg Nomor "E Tahun 2014 tentang-
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Rl Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5587) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentcmg Sistemn
Informasi Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan
' Pemerintakian Daerah’ (Lembarcm Negara Rl Tahiii 2005 .
“:Nornor. -165; Tambuhan Lembaran Negarcu Rl Nomor 4593) ;
Peraturan’ Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagion Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tohun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Rl Negara
Nomor 4741) ;

Peraturan Pemetintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ;

. Keputusan. Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun

2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok ~ Pokok Pengelolc.an Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Halmahera Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21) ;




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
vew o Dane e - -
BUPATI HALMAHERA: TENGAH At PR

MEMUTUSKAN :

. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

' TENTANG PERUBAMHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH.

Pasal I

_ Beberapa hetentuqn dalam Percd:uran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Lembqgu Tehms Daerqh quupoten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Nomor 06) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja
L embaoa Tebnic Doorah, tone bordisi Aot

Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Hantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

1. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Sanggar Kegiatan Belgjar:

12. Kantor Pelayanan Air Minum;

13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

14. Rumah Sakit Umum Daerah (kelas D).
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2, HKetentuan Pasal -8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8 _

i ; PEPINATL W pF RS TEA AL

(1) Susunan Organisasi /nspektorat, terdiri dari;
1. Inspektur;
. - 2 Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
b, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
¢. Sub Bagian Keuangan ;

3. -Inspektur Pembantu Pemerintdhan dan Aparatur; - . -

TP R

- o4+ Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan;

5. Inspektur Pembantu Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah:
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi nspektorat sebagaimana tersebut pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran | ( satu ) Peraturan Daerah ini dan

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. HKetentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Penge/olahan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Program Data dan Pelaporan ;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

¢. Sub Bagian Keuangan:



SRREECEEIE ¥ Bidang Amdal dan Komunihasi'-LingEungan, membawahi :
S rew i 0 Awl Sub Bidang Amdal; o
b. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan.
Bdcmg _Peng:

dullan,sfpencemaran, Kerusuhun nghungan dcm

engelolaan lmbah membawahl

a. Sub Bidang Pencemaran dan Kerusakan;
b. S5ub Bidang Pengelolaan Limbah.
5. Bidang Penacatan dan Tata Lil“nghungan, membawahi :
a. Sub Bidang Penaatan;
b. Sub Bidang Tata Lingkungan,
6. Kelompok Jahatan Fu_ngsional.
(2) Bagan susunan Otganiiasi Badan Pengeloloan Lingkungan Hidup

sebagalmana tersebut puda ayat (1) tercantum dalam Lamp:ran i

5 -~ e i
5. CERReTET Bous

terplsahhan.
4. HKetentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Susunan Organisasi Badan Nepegawaian Daerah, terdiri dari :

f. HKepala Badan;

2, Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Program Data dan Pelaporan ;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
¢. Sub Bagion Keuangan ;

3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, membawahi:
a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai ;
b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.

4. Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, membawahi :
a. Sub Bidang Muteasi dan Kepangkatan;
b. Sub Bidang Pengangkatan, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai.

6

(tlga) Percd:urcm Duerah |n| dan merupqhqn satu hesatuan yang tah .



% 5. Bidang Diklat Pegawdi, membawahi : _

l ‘a.  Sub Bidang Diklat Struktural ; o
<. :b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.

6. ,',Bldang Informasi dan Data Pegawai, membawahl Db, uid

R EST

o f-“~-‘-ti't|§'f‘---$ub B‘dang lnfonnasl Pégawai; -
b. Sub Bidang Data Pegawai.
7. HKelompok labatan Fungsional.
(2) Bagan susunan Crganisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana
tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV (empat)
Peraturan Daerah ini dan merupakan sotu kesatuan yang tak

terpisahkan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehmgga keseluruhan Pasal 15 berbunyl
sebagalberlhut ) L e

st Sarath, Ld WLTWE EAIR - T !

I S U, S T C L e e e
- LRTRE T S A I . _.u_lp e B [ S
N . . asal- 15 .

(1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah,
terdiri dari:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
b. 3Sub Bagian Umum dan Kepegawgian ;
¢. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Anggaran, membawahi :
a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
4, Bidang Perbendaharaan, membawahi :
a. Sub Bidang Kas Daeraky;
b. Sub Bidang Belanja Derah.
5. Bidang Akuntansi, membawahi :
a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
b. Sub Bidang Verifikasi.
5. Bidang Asset Daerah, membawahi :



~. <1 . a," “Sub Bidang Analisis Penetapan Nilai Asset ;
. b.". Sub Bidang Pengendalian Asset,

6 Relompoh ]abatan Fungs:onal

Daerah se agalmana tersebut pada ayal: (l) terccmtum dc:lam
Lampiran VIl (delapan) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu

kesatuan yang tak teypisahhan.

6. Diontara Bagian Kedelapan Pasal 15 dan Bagion Kesembilan Pasal 16
disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Kedelapan A dan
Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

e Eqsgl‘ 15A

e

(1) Susunan Org;:misasi Unsur Pelaksana Bagdan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari :
1. Kepdla pelaksana;

2. Sekretariat Unsur Pelaksana :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
b. Sub Baaian Umum dan Perlengkaban :
¢. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
a. Seksi Pencegahan ; '
b. Sehsi Kesiapsiagaan.
4, Bidang Kedaruraton dan Logistik :
a. Sehksi Kedaruratan;
b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
a. Sehsi Rehabilitasi;
b. Seksi Rekonstrulksi.
6. Bidang Hebakaran dan Penyelamatan :

a. Sehsi Penanggulangan Kebakaran;



.. b, . Seksi Penyelamatan.
by A I'(eldmpoh Jabatan Fungsional. -
;:(2) Bagan susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daeruh _ !
'sebugalmana tensebut pada c:yat (1) ctercantum dalam ’Lamplran 1X )
"(sembllan) Peratiran Dadrah i dan’ merupahan Satu “Resatuan yang

tak terpisahkan.

7. Diantara Bagian Kesepuluh Pasal 17 dan Bagion Kesebelas Pasal 18
disisipkan 2- (dua) Bagion dan 2 (dua) Pasal yakni Bagion Kesepuluh A
Pasal 17A dan Bagion Kesepuluh B Pasal 17B, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

BCIgiGI:I KesepuluhA
- Kantor Pelayanan Air Minum

“Pasal 20 . Co T L

e
1

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Air Minum terdini dari :

a. Kepala;
Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Umum dan Keuangan;

s

C

d. Seksi Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan;
e. Sehksi Tehnik Pemasangan dan Pemutusan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Kantor Pelayanan Air Minum sebagaimana
tersebut dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran Xl (tigabelas)
Peraturan Daerah ini dan merupakan. satu kesatuan yang tak

terpisahkan.
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Che T -~ Bagian KesepuluhB
Sqtuqn pO]ISI Pamong Prcua dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

(l) Susuncm Orgamsasl Satuan Polm Pamang Pra/a dan Pedmdungan il

Masyarakat terdiridari: T

1. Kepala;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
¢. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan, membawahi :
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
membawahi :

© . _Seksi:Operasi dan Pengendallcm,
b.. Seksi Kerjasama. -

5. Bldqng Sumber Daya Aparatur, membawahi : . s AR

a. Seksi Pelatihan Dasar;
b. Seksi Teknik Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
b. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Pencegahan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Pray‘a dan Perlindungan

| PR S S, R prp—— - P R L P
IFINas Jraas i s aﬁuu”uulluuu u;uac;uuu frierieiyy uyul. \IJ' u;n.unu.un nanainal

Lampiran X (sepuluh) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal z

Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan
Eselon Il.b.

Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dan Sekretaris
pada Badan adalah jabatan Sselon lil.a.

Kepala Bidang pada Badan adalah jabatan Eselon liLb.

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan
Eselon IV.a.

10



Pasal 3
e i

‘ Peraturan Daerah ini mulcu berlaku sejah tanggal dlundunghqn Agar setiap

., orang :mengetahuinya, memenntahhan pengundangan. Peraturan -Daerah ini . . .
“?.‘penempatannya dalam Lembaran Daerqh Habypaten._lja!;pqhera

Disaltkan di Weda
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

L]
g P -

M. AL YASIN ALI

Dlundanghcm di Weda .
pada tcmggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,

ASR| AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2014 NOMOR 12

n



p”engelol'dan:"} tal:a pemermtahcm di daerqh yang mengedepcmhan

Stz 0 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PENIELASAN uMuMm

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH

~ - ~NOMOR1T2 TAHUN 2014::..-
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Otonoml Daerah telah membawa perubahan dalam sistem

pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang
menitikberathkan pada pelaksanaan pemerintahan yang semakin terbuka
yvang memberikan ruang bagi pelibatan peranserta masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintachan guna mencapai tujuan berbangsa dan
bemegara, sebagaimana diamanatkan dalcm Pembukaan UUD NRI Tahun
1945. Perubahan wvana mendasar dalom pengelolaon tata kelola
pemerintahan adalah pada struktur birokrasi yang berlangsung sangat
cepat semenjak reformasi.

Otonomi organisasi menjadi saloh satu faktor penting untuk
menjomin terlaksanannya servis, regulation dan empowerment secara baik,
Oleh sebab itu penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah
(OPD) haruslah didasarkan pada rasiondlitas kebutuhan daerah  dan
ketersediaan sumber daya manusia, sehingga organisasi pemerintahan yang
dibentuk tidak sekedar hanya mengubah kelembagaannya yang telah ada,
tetapi juga menyusun kembali organisasi perangkat daerah yang lebih
responsif untuk mengurusi urusan-urusan yang dilaksanakan pemerintah

daerah.
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Terha:t akan hal itu, ‘Pemerintab. Daerah Kabupaten qumqhera
Tengah dalam memberikan jominan terhadap penyelenggarqan tata -
helola pemenntahan yang responslue, berupaya melakukan - penataan S

iorgamsasn peranghat daerah hhususnyu Iembaga teknis daerah untuk: .,

A °-- g

‘-:'melahsanahan fungsl pelayanan, eHiﬁdu &n ‘dan R

seluruh mosyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, melalui
sebuah peraturan daerah sebagai wujud pelaksanaan cita berbangsa dan

bemegara mencapai masyarakat adil don makmur.

I. PENJELASAN PASAL DEM! PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelos. . _

e e St T Taw w0 PR .
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LAMPIRﬁN i“PERATURAN DAERAH

"-'RABUPATEN HALMAHEﬁA TENGAH
NOMOR - : 12 TAHUN=2014

¥ TANGGAL 1 24 DESEMBER 2014

' BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH _

o . . 2 - . Lo

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

A

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

5UB BAGIAN
PROGRAM, DATA
DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN
LiMUM
DAN

. KEPECAWAIAN -

" sUB BAGIAN

KEUANGAN

1

INSPEKTUR INSPEKTUR
FEMBANTU PEMERINTAHAN PEMBANTU PEREHONOMIAN
DAN APARATUR DAN PEMBANGUNAN

INSPEKTUR
PEMBANTU
PENDAPATAN, KEWANGAN
DAN ASSET DAERAH

UPTD

-BUPATI HALMAHERA TENGAH,

‘M. AL YASIN ALI
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: . 'BADANPER .
“KABUPATEN HALMAHERA TENGAH -

LAMPIRAN -l PERATURAN DAERAH
“. - —KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 2014
TANGGAL. . :-24 DESEMB_ERQOM
BAGAN STRUKIUR O_RGAMSAS!_'

RE

EMBANGUNA|

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
R
SUB BAGIAN
PROGRAM, DATA
DAN PELAPORAN
KELOMPOK . . ... SuBBAGAN |
JABATAN- - . R b IR VI VT [V R :
C FUNGSIONAL o ! T ... -DANKEPEGAWAIAN
2o o SUB BAGIAN
HREUANGAN
| 1 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PRASARANA DAN PENELITIAN, PENGENDALIAN
EKONOMI PENGEMBANGAN KAWASAN SOslaL BUDAYA DAN STATISTIK
T T T =
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENCEMBANGAN | | | PEMERINTAHAN, HUKUM, AGAMA, PENELITIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM PRASARANA WILAVAH PENDIDIKAN, KESEHATAN STATISTIK
DAN HESEIAHTERAAN SOSIAL
SUB BIDANG $SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER | | | PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN, KEBUDA - PENGENDALIAN
DAYA PEREKONOMIAN HAWASAN VAAN DAN PEMBERDAYAAN DAN MONITORING
MASYARAKAT

UrPTD

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI
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NOMOR-

“ILAMPIRAN Aill PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
i @ TAHUNZOM

- BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] . .& -
"BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN- HlDUP
RABLIPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPALA BADAN
SERRETARIAT
R |
SUB BAGIAN
| - PrROGRAM, DATA
DAN PELAPORAN
KELOMPOK SUB BAGIAN
: JABATAN ] UMUM
.. EUNGSIONAL . DAN KEPEGAWAIAN _
. - 30z 2SUB:BAGIAN'
" " ] 7 XeuaNcanN
1 1 |
BIDANG BIDANG BIDANG
AMDAL DAN "l PENGENDALIAN, PENCEMARAN, PENAATAN DAN
KOMUNIKASI LINGKUNGAN HERUSAKAN LINGKUNGAN DAN TATA LINGKUNGAN
L PENGELOLAAN LIMBAH
)| AR | — 1
l <IR RIDANT ' SR RIDANA j l nin pinane '
| PENCEMARAN DAN n
AMDAL KERUSAKAN PENAATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| HOMUNIKASILINGKUNGAN | | PENGELOLAAN LIMBAH "1 TATALINGKUNGAN"
| UPTD

BUPATI HALMAHERA TENGCAH,

M. AL YASIN ALI




‘ LA%MDJ%N \W-RERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
'M N 0 M O R o2 TAHUN 2014
T TANGGAL +-24 DESEMBER 2014

BAGAN ST RUKT UR ORGANISASI

Y]
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